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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis menganalisa laporan realisasi 

anggaran dan belanja daerah (LRA) Kabupaten Serang selama periode 

2011-2016. Adapun variabel yang diteliti yaitu efektifitas dan efisiensi 

serta kemandirian keuangan daerah dalam menilai kinerja keuangan 

pemerintah daerah Kabupaten Serang. 

Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama 4-5 bulan, dan 

penelitian ini bertempat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang. 

 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari metode-

metode  yang digunakan untuk menelusuri, mencari dan 

mengumpulkan data kemudian mengolah, menganalisis dan 

menafsirkan data yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh 

suatu kebenaran yang objektif.
1
 Dalam penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kuantitatif, yaitu metode dalam bentuk angka 

(numeric) dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu 

penulis menggambarkan permasalahan dengan didasari data yang ada 

kemudian menganalisis lebih lanjut dan kemudian ditarik kesimpulan.
2
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C. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
3
 populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi 

APBD pada Kabupaten Serang periode 2011-2016.Sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut.
4
 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan sensus sampling (sampel jenuh) yaitu semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. 

 

D. Jenis dan Sumber Data   

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam ukuran 

angka untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang sudah rinci 

kedalam variabel secara kuantitatif. Jenis data kuantitatif yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA) Kabupaten Serang selama perioe 2012-2016. 

Sedangkan sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini 

adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data primer yang 

diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau 

pihak lain. Data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga 

pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.
5
 

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen, informasi, 

website, BPS, ataupun instansi terkait. Data yang digunakan dalam 

                                                             
3
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penelitian ini merupakan data time series (runtut waktu) selama tahun 

2011-2016 meliputi data : Laporan realisasi APBD pada Kabupaten 

Serang.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan.
6
 Adapun teknik pengumpulan data yang dignakan penulis 

adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk menghimpun data penelitian, data-data penelitian tersebut 

dapat diamati oleh peneliti.
7
 Dalam penelitian ini penulis 

mengumpulkan data dengan cara terjun langsung ke lapangan, 

terhadap objek yang diteliti (populasi). 

b. Dokumentasi  

Metode pengambilan data sekunder, data dikumpulkan 

dengan metode dokumentasi. Ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang 

berhubungan dengan penelitian. Data dalam penelitian ini didapat 

dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Serang periode 2011-

2015 yang didapat dari BPS dan BPKAD kabupaten Serang, dan 

instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 

                                                             
6
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c. Studi pustaka 

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan 

membaca jurnal-jurnal, literatur, maupun sumber lain yang terkait 

baik yang bersumber dari instansi yang terkait dengan permasalahan 

penelitian ataupun dari perpustakaan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti setelah 

pengumpulan data adalah bagaimana menganalisis data yang telah 

diperoleh dari instansi terkait.Langkah ini diperlukan karena tujuan dari 

analisis data adalah untuk menyusun dan menginterpetasikan data yang 

sudah diperoleh.Sesuai dengan masalah penelitian yang di tulis yaitu 

untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi serta kemandirian 

keuangan daerah Kabupaten Serang Periode 2011-2016. Maka teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif 

kuantitatif. Analisis statistik deskriftif kuantitatifmerupakan teknik 

menganalisis data untuk meringkas dan mendeskripsikan data numerik 

agar mudah untuk diinterpretasikan. Adapun teknik analisis yang 

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Analisis Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah 

Efektifitas pengelolaan keuangan daerah 

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah merealisasikan 

PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan.
8
 

Adapun rasio efektifitas keuangan daerah dapat diformulasikan 

sebagai berikut:
9
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Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas 

dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 

(satu) 100 persen. Namun, semakin tinggi rasio efektifitas 

menggambarkan kemampuan daerah dalam pengelolaan 

keuangan daerah semakin efektif dan kinerja keuangan 

pemerintah semakin baik. Departemen Dalam Negeri dengan 

Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 mengategorikan 

kemampuan efektifitas keuangan daerah otonom ke dalam lima 

tingkat efektifitas seperti terlihat pada Tabel 3.1 

Tabel 3.1 

Tingkat Efektifitas Keuangan Daerah
10

 

Presentase (%) Penerapan Hasil 

>100% Sangat Efektif 

90%-100% Efektif 

80%-90% Cukup Efektif 

60%-80% Kurang Efektif 

<60% Tidak Efktif 

  

2. Analisis Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah  

Efisiensi di ukur dengan rasio antara output dengan 

input. Semakin besar output di banding input,maka semakin 

tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.
11

 Efisiensi pengelolaan 
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 Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, (Yogyakarta: UPP STIM 

YKPN, 2010), 142 
11

Mardiasmo,Efisiensi dan Efektifitas (Jakarta:ANDI, 2004), 133 
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keuangan daerah dapat dihitung dengan perbandingan antara 

realisasi belanja daerah terhadap realisasi penerimaan 

daerah.Pengelolaan keuangan daerah dikategorikan efisien 

apabila rasio yang dicapai kurang dari 60 persen. Semakin kecil 

rasio efisiensi maka pengelolaan keuangan daerah semakin 

efisien dan kinerja keuangan pemerintahan semakin baik. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efisiensi ini 

adalah:
12

 

                
                        

                           
      

Kriteria rasio efesiensi pengelolan keuangan daerah juga 

diambil dari kriteria penilaian yang ditentukan oleh Departemen 

Dalam Negeri melalui Kemendagri No.690.900.327 tahun 1996 

tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Berikut tabel 

yang menunjukkan kriteria rasio efisiensi pengelolaan keuangan 

daerah : 

Tabel 3.2 

Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah
13

 

Presentase (%) Penerapan Hasil 

>100% Tidak Efisien 

90%-100% Kurang Efisien 

80%-90% Cukup Efektif 

60%-80% Efisien 

<60% Sangat Efisien 
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Widodo dalam Stevany H Dethan, Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan 

Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Vol.X, No.1, (desember 2016), 48 
13

 Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, 148 
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3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) 

Kemandirian keuangan daerah ditunjukan oleh besar 

kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan 

pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya 

bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Berikut Rasio 

untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah.
14

 

      
   

                        (        )         
      

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan 

Ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer (sumber 

dana ekstern). Transfer dana dari pemerintah pusat ini dilakukan 

dengan mekanisme dana perimbangan, yang terdiri dari Dana 

Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana 

Alokasi Khusus (DAK).  

Tabel 3.3 

Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah
15

 

Kemampuan 

Keuangan 

Kemandirian (%) Pola Hubungan 

Rendah Sekali 0%-25% Instruktif 

Rendah 25%-50% Konsultatif 

Sedang 50%-75% Partisipatif 

Tinggi 75%-100% Delegatif 
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 Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Daerah. (Yogyakarta: Penerbit 

Salemba Empat, 2013),  128 
15

 Hermi Oppier, “Analisis Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah 

Terhadap Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara”, Jurnal Benchmark 

Volume II (November, 2013),82 
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1) Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat 

lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah 

(daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). 

2)  Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah 

pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit 

lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. 

3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah 

mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat 

kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan 

otonomidaerah. 

4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat 

sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan 

mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. 

 

G. Operasional Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono “varabel adalah suatu atribut atau sifat dari 

orang, objek, atau yang mempunyai varabel tertentu yang ditempatkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”
16

 

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang 

diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi 

dasar dari suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam operasional 

variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pengelolaan keuangan daerah yang mencangkup beberapa 

parameter berupa rasio keuangan daerah, yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 3.4 

Operasional Variabel Penelitian 

Varabel Definisi Varabel  Indikator Ukuran  

Rasio 

Efektifitas 

Keuangan 

Daerah 

Rasio Efektifitas  

menggambarkan 

kemampuan 

pemerintah daerah 

dalam 

merealisasikan PAD 

yang direncanakan 

dibandingkan 

dengan target yang 

ditetapkan 

berdasarkan potensi 

riil daerah. 

Semakin tinggi 

rasio efektifitas 

maka pengelolaan 

keuangan daerah 

semakin efektif 

dan kinerja 

keuangan 

pemerintah 

semakin baik. 

Persen 

(%) 

Rasio 

Efisiensi 

Keungan 

Daerah 

Rasio Efisiensi 

perbandingan antara 

besarnya biaya yang 

dikeluarkan untuk 

memperoleh 

pendapatan dengan 

realisasi pendapatan 

yang diterima.Yaitu 

dengan 

membandingkan 

antara belanja 

Semakin rendah 

rasio efisiensi 

maka pengelolaan 

keuangan daerah 

semakin efisien 

dan kinerja 

keuangan 

pemerintah 

semakin baik. 

Persen 

(%) 
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daerah dengan 

pendapatan daerah. 

Rasio 

Kemandirian 

Keuangan 

Dearah 

(RRKD) 

Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah 

(RKKD) 

menunjukkan 

tingkat kemandirian 

pemerintah daerah 

terhadap bantuan 

dari pemerintah 

pusat.Yaitu dengan 

membandingkan 

realisasi pendapatan 

asli daerah dengan 

bantuan dari 

pemerintah provinsi 

atau pusat dan 

pinjaman. 

Semakin tinggi 

rasio kemandirian 

keuangan daerah 

maka semakin 

rendah 

mengandung arti 

bahwa tingkat 

ketergantungan 

terhadap pihak 

ekstren semakin 

rendah dan 

kinerja keuangan 

daerah semakin 

baik. 

Persen 

(%) 

 


